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Abstrak
Pada tanggal 8 Januari 2013, Mahkamah konstitusi membatalkan Pasal 50 ayat 3 Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang mengatur penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Penyelenggaraan RSBI/SBI yang merupakan tindak lanjut dari upaya menjalankan UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) dianggap beberapa pihak mencederai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sehingga diajukan untuk dilakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pengajuan permohonan pengujian oleh pihak yang merupakan sebagian besar orangtua dari siswa yang mengenyam pendidikan pada RSBI karena  penyelenggaraan RSBI bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kedua menimbulkan dualisme sistem pendidikan, ketiga RSBI dianggap merupakan bentuk baru liberalisasi pendidikan, keempat dapat menimbulkan diskriminasi dalam bidang pendidikan, dan kelima berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam menjatuhkan putusan Nomor 5/PUU-X/2012  Tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan adanya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sudah tepat. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional kurang tepat sehingga berdampak bagi setiap warga negara yang menginginkan pendidikan yang lebih baik dan modern menjadi terbatasi dengan adanya putusan tersebut.
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Abstract
On January 8th, 2013 , the Constitutional Court canceled the article 50 paragraph 3 of Law No. 20 of 2003 on National Education system regulating The International Standard School Pilot Project ( RSBI ). Implementation RSBI which is the follow-up of efforts to run the Education Law Article 50 paragraph ( 3 ) are considered some of the injured parties in 1945 that the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia petitioned for the law in the Constitutional Court. The filing of a petition by a party which is most of the parents of students who receive education in RSBI for implementation RSBI contrary to the obligation of the state to educate the nation , both raises dualism education system , third RSBI considered a new form of liberalization of education , the fourth can lead to discrimination in education , and five potentially eliminate identity of Indonesia in Indonesian language . Based on this background, the legal issue of this study is whether the judge’s consideration in verdict Number 5/PUU-X/2012 on National Education System related to  RSBI  is correct. This study uses normative juridical research type. Whereas the approach used is statute  approach. From the result it can be concluded that The Constitutional Court No. 5/PUU-X/2012 about RSBI is not correct so that the impact to every citizen who wants a better education and modern is restricted by the presence of the Constitution Court Decision.










Pendidikan merupakan hal yang fundamental dalam totalitas kehidupan manusia karena tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat dan berbudaya. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Melalui pendidikan, para pendiri bangsa berharap pembodohan dan penindasan tidak terulang lagi.
Pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagamaan, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia.
Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional, berfungsi untuk mewujudkan (mengembangkan) berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagamaan, moralitas, individualitas/personalitas, sosialitas dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah sekolah yang telah memenuhi 8 standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan negara OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). Tujuan diselenggarakannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/ Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya. Penyelenggaraan SBI harus berpedoman pada peraturan yang ada yaitu Permendiknas No.78 tahun 2009 Tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI),​[1]​ Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah Sekolah Standar Nasional (SSN) yang menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan bertaraf Internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.
Menurut direktorat jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendiknas Prof. Ahmad Jazidi, sejak tahun 2006 hingga 2009 terdapat 1.110 RSBI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik dari tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK.  RSBI tersebut terdiri dari 997 sekolah negeri dan 113 sekolah swasta.​[2]​
Penyelenggaraan RSBI/SBI yang merupakan tindak lanjut dari upaya menjalankan UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) dianggap beberapa pihak mencederai amanat UUD NRI 1945 Permasalahannya kemudian adalah, amanat, pesan dan tugas yang dibebankan kepada negara sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” secara nyata diingkari oleh UU Sisdiknas, khususnya Pasal 50 ayat (3). Pasal ini berbunyi:
“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.”
Pasal di atas secara jelas menyimpangi konsep pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan dari ketentuan tersebut melahirkan kebijakan tingkat bawahnya yang potensial melahirkan diskriminasi serta memperkuat adanya penggolongan strata perekonomian dalam dunia pendidikan. Sistem RSBI  tecermin dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 78 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional.
Peraturan Menteri menjadi dasar penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Tujuan normatifnya, supaya pendidikan nasional dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya.
Tentu saja pematokan standar ini bertentangan dengan falsafah pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab harus selalu berdasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.​[3]​
Sehingga diajukan untuk dilakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Alasan pengajuan permohonan pengujian oleh pihak yang merupakan sebagian besar orangtua dari siswa yang mengenyam pendidikan pada RSBI/SBI karena  penyelenggaraan RSBI/SBI bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kedua menimbulkan dualisme sistem pendidikan, ketiga RSBI/SBI dianggap merupakan bentuk baru liberalisasi pendidikan, keempat dapat menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan, dan kelima berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji putusan Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan penyelenggaraan RSBI/SBI.

METODE PENELITIAN
Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan penelitian (meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai membuat laporan) berdasarkan atas gejala-gejala ilmiah.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meliputi asas-asas hukum, yakni penelitian ini yang mengkaji unsur-unsur hukum dan asasnya​[4]​. Dalam penelitian penulis mencoba mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) .
Agar mendapatkan kebenaran ilmiah yang diharapkan, maka dalam  penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni mengkaji kesesuaian antara UU Sisdiknas, Putusan Mahkamah Konstitusi dengan UUD NRI 1945. Pendekatan konsep (conseptual approach) yakni mengkaji konsep Sistem Pendidikan Nasional terhadap Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional sehingga akan memperjelas makna pendidikan yang diharapkan masyarakat.
1.	Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.
2.	Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang terdiri atas naskah akademik, buku-buku, jurnal-jurnal, atau pendapat yang berasal dari ahli-ahli hukum yang diakui dan terkemuka mengenai permasalahan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)
3.	Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier dimana bahan hukum berikut akan digunakan sebagai pemberian petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder. Bahan hukum tersier berikut dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa.
Keseluruhan data yang diperoleh baik primer maupun sekunder serta tersier dianalisis secara preskriptif dan diberikan penggambaran mengenai sistem pendidikan nasional sesudah adanya putusan mahkamah konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga pada akhirnya penelitian ini memberikan masukan kepada Mahkamah Konstitusi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Hasil Penelitian
Penindasan selalu memberikan pelajaran dan trauma bagi korbannya. Ungkapan inilah yang mendasari para pendiri bangsa Indonesia, ketika pertama kali bangsa Indonesia berhasil menjebol kerangkeng penjajahan. Ungkapan-ungkapan bernuansakan ideologi pembebasan menjadi sebuah pijakan yang kuat. Dorongan untuk bebas dan merdeka ini kemudian tercermin pada UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum pembentukan Negara Indonesia. Semangat anti penindasan dan kolonialisme dalam konstitusi itu kemudian membebankan kewajiban kepada negara untuk memenuhi seluruh hak-hak rakyatnya.
Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 juga telah menjelaskan bahwa masyarakat dijamin oleh negara secara penuh pendidikanya tidak membedakan antara penduduk satunya dengan yang lain. Kebijakan yang paling strategis adalah dengan merintis penerapan program pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah yang memungkinkan lulusannya siap berkiprah dalam kancah percaturan dan kompetisi global. Sekolah tersebut kemudian disebut sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau yang lebih dikenal SBI dan RSBI.
Penyelenggaraan RSBI/SBI tidak bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi justru memperkuat dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu berkompetisi dan tidak tertinggal dengan sistem pendidikan di negara lain. Dalam UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) disebutkan secara eksplisit
“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.
Salah satu kewajiban yang dibebankan kepada negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam upaya negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan menjadi proses penting dalam regenerasi bangsa guna menciptakan sumber daya manusia yang tangguh untuk melanjutkan keberlangsungan dan tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Sebab itu, penyelenggaraan pendidikan tidak bisa lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan.
Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) mempunyai tujuan untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia dan mampu bersaing dengan negara-negara maju yang dapat memajukan negara, namun dalam Perjalanan RSBI terdapat permasalahan yang berdampak pada kerugian hak-hak konstitusioanal sebagian orang yang telah dirugikan dengan dikeluarnya UU Sisdiknas dengan adanya kerugian tersebut, Konstitusi telah menjamin atas hak-hak konstitusional yang dapat mengajukan Judicial Review untuk menguji norma dalam UU Sisdiknas.
Secara filosofis, Judicial review dihadirkan untuk memastikan adanya saling kontrol saling imbang (checks and balances) antar lembaga negara. Produk legalitas dan eksekutif berupa undang-undang masih dapat diuji konstitusionalnya oleh lembaga peradilan. Di pihak lain, sebagai negara yang menganut asas kedaulatan rakyat di dalam konstitusi, rakyat mesti diberikan ruang untuk mempertahankan hak-haknya, sekaligus membangun kontrol atas kinerja pemerintah, termasuk kinerja dalam bidang pembuatan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-X/2012 di awali oleh gugatan  beberapa orang yang telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh UU Sisdiknas antara lain:
1.	Pemohon I yaitu Andi Akbar Fitriyadi, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai swasta. Pemohon adalah orang tua dari Al Zufaryaskur Akbar. Pemohon merupakan orang tua yang pernah mendaftarkan anaknya pada sekolah RSBI yaitu SDN Menteng 02 RSBI.
2.	Pemohon II yaitu Nadia Masykuria, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pemohon adalah orang tua dari Nabilah, Uzair Adli, dan Naurah Hanani. Pemohon merupakan orang orang tua yang anaknya bersekolah di RSBI. Anak pertama Pemohon yaitu Nabilah adalah murid kelas 8 SMPN RSBI 1 Jakarta. Anak kedua, Uzair Adli adalah murid kelas 4 SDN Menteng 02 RSBI Jakarta, dan anak ketiga dari Pemohon yaitu Naurah Hanani adalah murid kelas 2 SDN Menteng 02 RSBI Jakarta
3.	Pemohon III yaitu Milang Tauhida, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai karyawati. Pemohon adalah orang tua dari Muhammad Aufa Athallah dan Muhammad Adil Berjuang. Pemohon merupakan orang tua yang anaknya bersekolah di RSBI. Anak pertama Pemohon yaitu Muhammad Aufa Athallah adalah murid kelas 9 SMPN 1RSBI Jakarta dan Muhammad Adil Berjuang adalah adalah murid kelas 8 SMPN 1 RSBI Jakarta
4.	Pemohon IV yaitu Jumono, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai karyawan swasta dan juga orang tua siswa. Selain aktif dan menjabat sebagai Sekretaris Aliansi Orang Tua Murid Peduli Pendidikan Indonesia (APPI), Pemohon melakukan kampanye dan pemantuan pelaksanaan penerimaan siswa baru dan praktek korupsi yang terjadi di sekolah dengan tujuan agar sistem pendidikan nasional dapat berjalan dengan baik
5.	Pemohon V yaitu Lodewijk F Paat, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (sebelumnya bernama Institut Kejuruan Ilmu Pendidikan Jakarta). Pemohon juga aktif di Koalisi Pendidikan yang melakukan kajian dan pemantauan terhadap kebijakan pendidikan nasional
6.	Pemohon VI yaitu Bambang Wisudo, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja aktivis pendidikan dan pendiri Sekolah Tanpa Batas. Pemohon merupakan individu yang aktif dalam melakukan advokasi bidang pendidikan dalam ranah jurnalistik atau diskusi-diskusi formal, dan juga melalui tulisan-tulisan ilmiah dan di media massa;
7.	 Pemohon VII yaitu Febri Hendri Antoni Arif, merupakan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch dengan jabatan Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik. Pemohon merupakan individu yang aktif dalam melakukan advokasi bidang pendidikan baik melalui pelatihan, pemantauan, pendampingan dan/atau melalui diskusi-diskusi formal, dan juga melalui tulisan-tulisan ilmiah dan di media massa.
Selanjutnya para pemohon menjelaskan tentang pokok permasalahannya yang dimana amanat, pesan dan tugas yang dibebankan kepada Negara sebagaimana ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut diingkari di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau dikenal juga dengan UU Sisdiknas, khususnya Pasal 50 ayat (3), yang mana di dalam UU Sisdiknas ini konsep pendidikan nasional disimpangi dan berbeda dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menyebutkan : 
“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.	
Dalam rangka merealisasikan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, Pemerintah  Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional. Dalam peraturan tersebut definisi pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya standar pendidikan negara maju. Tujuan diselenggarakannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya.
Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi mempunyai wewenang dan fungsi sebagai pengadilan yang mengadili pada tingkat awal dan terakhir serta bersifat final dan tetap dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  05/PUU-X/2012 menyatakan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
1.1.	Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.2.	Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
1.	Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) serta tahapan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) merupakan usaha pemerintah yang digadang-gadang mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia serta mampu mensejajarkan sekolah di Indonesia dengan sekolah-sekolah di negara lain. Dasar hukum pelaksanaan RSBI adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat (3), “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Sejak awal kemunculan RSBI tahun 2006 belum mampu menunjukkan indikator perbaikan mutu pendidikan tetapi hanya menghasilkan kritik terhadapnya mulai dari persoalan biaya yang tinggi yang muncul, ketakutan akan tercerabutnya peserta didik dari akar sosial budaya Indonesia, landasan hukum keberadaan SBI juga dipersoalkan. Pelaksanaan RSBI membawa dampak terhadap pengelolaan pendidikan/sekolah tersebut, namun aspek tersebut masih perlu dibenahi bahwa permasalah pengelolaan RSBI antara lain komodifikasi dalam SBI, status akreditasi SBI yang mahal, kurikulum yang masih mencari porsi idelal antara nasional dan internasional, proses pembelajaran SBI, penilaian SBI yang masih banyak kendala, tenaga kependidikan SBI yang masih jauh dari harapan, serta sarana prasarana yang masih sekedar penguatan citra sekolah.
Biaya yang harus ditanggung orang tua peserta didik ini memang menjadi permasalahan mengingat semua sekolah RSBI mendapat kucuran bantuan dana dari pemerintah yang berbeda untuk tiap jenjangnya, SBI atau RSBI adalah inkonstusional karena melanggar Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan 
‘’Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang".
Pasal tersebut mengamanatkan pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, sedangkan sekolah berlabel “internasional” berada diluar sistem pendidikan nasional yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945. Namun, sepanjang Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat (3) yang mengatur pengembangan sekolah berlabel internasional ini tidak dihapus, sekolah-sekolah RSBI akan terus berkembang yang sampai saat ini jumlahnya sekitar 1300an di seluruh Indonesia. UU Sisdiknas dengan jelas menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan harus demokratis dan berkeadilan  dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Jika keberadaan RSBI sendiri malah melahirkan sistem yang tidak demokratis dan berkeadilan, maka dengan jelas menghianati UU Sisdiknas sendiri. Ini adalah yang membuat pemerintah digugat karena telah mengkhianati UUD NRI 1945 yang mengamanatkan pendidikan yang tidak diskriminatif.
Pertimbangan hukum diatas mencari penyelesaian dengan Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni mengkaji UU Sisdiknas setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sistem Pendidikan Nasioanal terhadap adanya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) serta menggunakan Pendekatan konsep (conseptual approach) yakni mengkaji konsep Sistem Pendidikan Nasional terhadap Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.
Sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal pokok yang dipersoalkan dalam permohonan a quo adalah apakah kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional adalah bertentangan dengan konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. UUD NRI 1945 menentukan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menentukan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua norma yang terkandung dalam pasal a quo, yaitu adanya satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. Tidak ada penjelasan dalam UU Sisdiknas mengenai makna satuan pendidikan yang bertaraf internasional itu. Pemerintah dalam keterangannya menerangkan bahwa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP), dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan). Tujuan penyelenggaraan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi dari negara maju; daya saing komparatif tinggi kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional dan/atau bekerja di luar negeri, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing Iainnya, kemampuan berperan aktif secara internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia; kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional.
Dikaitkan dengan konsepsi RSBI sebagaimana dimaksudkan dalam UU Sisdiknas, Mahkamah Konstitusi dapat memahami maksud baik pembentuk Undang-Undang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar peserta didik memiliki daya saing tinggi dan kemampuan global, karena Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Walaupun demikian, menurut Mahkamah Konstitusi maksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tidak semata-mata mewajibkan negara memfasilitasi tersedianya sarana dan sistem pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama dengan negara-negara maju, tetapi pendidikan harus juga menanamkan jiwa dan jati diri bangsa.
Pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam konteks tersebut diatur pula dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang menyatakan bahwa fungsi bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antarbudaya daerah dan ayat (3) yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang salah satunya berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan.
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi SNP, dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan), tetapi tidak dapat dihindari pemahaman dan praktik bahwa yang menonjol dalam RSBI adalah bahasa internasional atau lebih spesifik bahasa Inggris. Mahkamah Konstitusi tidak menafikan pentingnya penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris bagi peserta didik agar memiliki daya saing dan kemampuan global, tetapi menurut Mahkamah Konstitusi istilah berstandar Internasional dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, dengan pemahaman dan praktik yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia.
Kehebatan peserta didik yang penekanan tolak ukurnya dengan kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris adalah tidak tepat. Hal demikian bertentangan dengan hakikat pendidikan nasional yang harus menanamkan jiwa nasional dan kepribadian Indonesia kepada anak didik Indonesia. Menurut Mahkamah output pendidikan yang harus menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia global dan memiliki kemampuan berbahasa asing, tidak harus diberi lebel berstandar internasional. Di samping tidak ada standar internasional yang menjadi rujukan, istilah internasional pada RSBI sebagaimana dipahami dan dipraktikkan selama ini dapat melahirkan output pendidikan nasional yang lepas dari akar budaya bangsa Indonesia. Apabila standar pendidikan diukur dengan standar internasional, hal demikian bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional yang harus membangun kesadaran nasional yang melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pertimbangan Mahkamah Kostitusi selain terkait dengan masalah pembangunan jati diri bangsa sebagaimana diuraikan di atas, dengan adanya pembedaan antara sekolah RSBI dengan sekolah non-RSBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk terhadap siswanya. Menurut Mahkamah Konstitusi pembedaan perlakuan demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antar peserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah. Mahkamah Konstitusi memahami bahwa pemerintah harus memberi ruang untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih, sehingga diperlukan perlakuan khusus pula dalam pelayanan pendidikan terhadap mereka, namun pemberian pelayanan yang berbeda tersebut tidak dapat dilakukan dengan model RSBI karena pembedaan perlakuan antara RSBI dengan sekolah non-RSBI, menunjukan dengan jelas adanya perlakuan negara yang berbeda antar sekolah RSBI dengan sekolah non-RSBI dan antarsiswa yang bersekolah di kedua sekolah tersebut, baik dalam fasilitas pembiayaan, sarana dan prasarana serta output pendidikan. RSBI mendapat segala fasilitas yang lebih dan hasil pendidikan dengan kualitas rata-rata yang lebih baik dibanding sekolah yang non-RSBI.
Pembedaan yang demikian, mengakibatkan hanya sekolah yang berstatus RSBI saja yang menikmati kualitas rata-rata yang lebih baik, dibanding sekolah yang tidak berstatus RSBI, sementara sekolah yang berstatus RSBI adalah sangat terbatas. Menurut Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk perlakuan berbeda yang tidak adil yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Jika negara hendak memajukan serta meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai oleh negara, maka negara harus memperlakukan sama dengan meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi semua sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga menghapus pembedaan perlakuan antara berbagai sekolah yang ada. Menurut Mahkamah Konstitusi pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya pembedaan perlakuan dan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan merata.
Berdasarkan uraian diatas, Mahkamah Konstitusi melalui Rapat Permusyawaratan Hakim menyatakan bahwa mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya yaitu Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B.  Pembahasan
1.	Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan adanya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

Penyelenggaraan RSBI menjadi salah satu hal yang kontroversial dan menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat. Terjadi perbedaan pendapat yang kemudian memperjelas keberadaan masyarakat setuju dan masyarakat yang tidak setuju. Masyarakat yang setuju menganggap penyelenggaraan RSBI sangat membantu meningkatan mutu baik sekolah, pendidik dan peserta didik. Dalam era globalisasi ini status seseorang bukan hanya menjadi warga negara Indonesia tetapi juga warga dunia yang harus mampu berkomunikasi secara baik dengan warga dunia lainnya.
Kemampuan berbahasa asing merupakan hal penting yang telah diakui dunia untuk dimiliki. Oleh karena itu, dengan penerapan bilingual bahasa sebagai pengantar di sekolah akan sangat membantu penguasaan berbahasa asing baik pendidik dan peserta didik. Kecerdasan emosional adalah kemampuaan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi (to manage our emotional live with intellignce), serta menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya (the appropriateness of emotion and its expression) melalui ketrampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan ketrampilan sosial. ​[5]​
Masyarakat banyak yang tidak setuju dengan penyelenggaraan RSBI pada sekolah-sekolah di Indonesia. Alasan paling utama yang dikemukaan karena tercipta diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan. Terkesan hanya kalangan dengan status ekonomi mampu yang bisa belajar di sekolah yang menyelenggarakan RSBI. Dalam prakteknya memang ada pemberian beasiswa bagi anak kurang mampu. Namun, pemberian beasiswa di sekolah yang elit juga pada dasarnya pengelompokan pada siswa yang tidak mampu.
Dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yang selengkapnya menyatakan,
“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”
bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.
1.	Satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
Kewajiban Negara Republik Indonesia antara lain, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagimana telah terkandung  dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian, Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang babas memilih pendidikan dan pengajaran. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa dasar dari sistem pendidikan nasional bertujuan untuk memberikan sebuah layanan pendidikan yg sesuai dengan kemampuan, kecerdasan, minat, dan bakat peserta didik (siswa).
Program pemerintah dengan adanya RSBI adalah tujuan negara dalam rangka memenuhi kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan dalam upaya peningkatan layanan bagi masyarakat, yaitu meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan. Layanan pendidikan melalui RSBI merupakan salah satu strategi jangka panjang yang mempunyai tujuan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.
2.	Satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan dualisme sistem pendidikan
Sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Satuan pendidikan hanya merupakan bagian dari sistem pendidikan, yaitu sekolah.
Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menyatakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf interasional. Pasal tersebut jelas dan tegas bahwa yang dikembangkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah satuan pendidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan bukan merupakan sistem tersendiri karena RSBI adalah satuan pendidikan yang sudah mencapai standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan tertentu.
3.	Satuan pendidikan bertaraf internasional adalah bentuk baru liberalisasi pendidikan;
Pasal 50 ayat (1) UU Sisdiknas menjelaskan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara dalam ayat (3) menjelaskan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional pada semua jenjang pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan, termasuk RSBI, merupakan tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
 Pasal 46 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kemudian Pasal 48 ayat (1) menentukan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarka pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Untuk melaksanakan ketentuan pasal pasal tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) menyatakan anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam APBN dan APBD setiap tahun anggaran sekurang kurangnya dialokasikan 20% dari belanja negara dan belanja daerah Oleh karena itu, tidak benar penyelenggaraan RSBI merupakan bentuk baru liberalisasi.
4.	Satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan
Penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf intemasional atau RSBI tidak akan menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi, karena pelaksanaannya harus berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas. Karena itu setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan di RSBI. Bagi yang tidak mampu secara ekonomi disediakan kuota sekurang-kurangnya 20% dari jumlah peserta didik, dan mereka mendapat bantuan pendidikan atau beasiswa dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
5.	Satuan pendidikan bertaraf internasional berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia 
Pasal 33 ayat (1) UU Sisdiknas menentukan secara tegas bahwa Bahasa Indonesia sebagal bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Kemudian ayat (3) menentukan bahwa bahasa asing dapat digunakan sebagal bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan menetapkan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
Pengajaran dalam berbahasa Inggris mempunyai tujuan baik bagi peserta didik karena dengan pengajaran bahasa Inggris peserta didik diharapkan mampu berkomunikasi secara aktif dan mempunyai wawasan lebih luas dalam pergaulan internasional. Hal ini bukan untuk menghilangkan jati diri bangsa, namun karena tuntutan di era globalisasi untuk menuju masa depan peserta didik yang lebih baik.
Dalil Para Pemohon tersebut oleh MK disimpulkan menjadi beberapa poin yang diantaranya adalah bahwa :
1.	RSBI Berpotensi Mengikis Jati Diri Bangsa
2.	RSBI Menimbulkan Perlakuan Berbeda (Diskriminasi)
3.	RSBI merupakan Bentuk Komersialisasi sektor pendidikan.
Secara konsep Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang saat ini masih berupa rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP), dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan). 
Tujuan penyelenggaraan RSBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi dari negara maju yang mempunyai daya saing komparatif tinggi (kemampuan untuk menyebarluaskan keunggulan lokal yang tidak dimiliki oleh negara lain di tingkat internasional), kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional dan/atau bekerja di luar negeri, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya kemampuan berperan aktif secara internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia; kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional. 
RSBI dirancang menjadi pusat-pusat unggulan pendidikan (centre of excellence) dan sekaligus menjadi model bagi sekolah-sekolah lainnya untuk memajukan diri, sehingga kualitas pendidikan Indonesia demi menghadapi persaingan di era globalisasi. Pasal 31 UUD NRI 1945 juga menentukan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapat  pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di samping itu, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya adalah termasuk hak asasi manusia yang perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhannya adalah menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah.
Melalui pendidikan dan kebudayaan, bangsa Indonesia senantiasa harus berjuang untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia Indonesia berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap perjuangan bangsa harus dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraannya. Dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi:
‘’Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.
Unsur unsur yang terdapat Pasal tersebut di atas ialah:
1)	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
2)	Menyelenggarakan
3)	Sekurang kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan
4)	Untuk dikembangkan menjadi
5)	Satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
Pangujian terhadap Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo bersifat materiil. Dengan demikian harus dilihat apakah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo, mengandung pertentangan dengan Pembukaan dan/atau pasal-pasal dalam UUD NRI 1945. Jika dilihat dari redaksi/kalimat Pasal tersebut, tidak ada kata-kata yang dapat dimaknai bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hal yang menjadi keberatan para Pemohon. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, merupakan hak pemerintah dan pemerintah daerah yang dijamin oleh Undang-undang. Mengusahakan satu sistem pendidikan nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945.
Sekolah yang bertaraf internasional dalam makna sekolah yang mutunya tinggi sekarang menjadi idaman setiap keluarga yang mempunyai anak. Sebaliknya bersekolah di sekolah yang tidak bermutu adalah pemborosan uang, waktu, dan pikiran. Bahwa tidak ada juga unsur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo yang dapat dimaknai menimbulkan dualisme pendidikan nasional, karena kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional juga. Juga tidak ada kata kata dalam pasal tersebut yang dapat dimaknai liberalisasi, diskriminasi, atau hal yang yang menyinggung jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Jika ada upaya yang lebih serius mengajarkan bahasa asing (bahasa Inggris) itupun tidak lepas dari praktek pengajaran bahasa Inggris yang selama ini kurang berhasil. 
Beberapa mahasiswa di perguruan tinggi walaupun telah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun sejak SMP dan SMA tetap saja tidak menguasai bahasa tersebut dengan baik. Kita harus mampu meneladani para tokoh tokoh bangsa Indonesia yang merintis kemerdekaan menguasai berbagai bahasa asing dengan baik, berkat pendidikan yang bermutu, baik Bahasa Inggris, Belanda maupun Perancis. Penguasaan bahasa yang baik memungkinkan memahami literatur-literatur bahasa asing yang mencerdaskan mereka dan menyadarkan mereka akan pentingnya kemerdekaan dari penjajahan. 
Dalam sistem pembelajaran terdapat seluruh komponen belajar, yaitu guru, murid, bahan ajar, metode belajar mengajar, dan hasil belajar siswa.​[6]​ Ketakutan mempelajari bahasa asing dengan dalih kehilangan jati diri bangsa yang berbahasa Indonesia, adalah berlebihan. Orang belajar bahasa asing bukan dimaksudkan untuk mengenyahkan bahasa Indonesia, tetapi karena kebutuhan akan bahasa tersebut, untuk kehidupan yang lebih baik. Buktinya karena penguasaan bahasa yang kurang baik, kita lebih banyak mengekspor pekerja-pekerja kasar ke luar negeri.
Jika yang dimasalahkan adalah perkataan pendidikan yang bertaraf internasional, hal itu merupakan masalah. Penggunaan kata internasional untuk menunjukkan keinginan yang kuat agar kita mempunyai pendidikan yang bermutu tinggi. Sama halnya kalau kita mendapati barang yang dilabeli “kualitas eksport”, atau “ini barang import“, maksudnya hanya ingin menunjukkan kualitas yang baik. Apabila perkataan “bertaraf internasional” dalam Pasal a quo dikatakan menimbulkan multi interpretasi, sehingga dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum maka solusinya bukan dengan cara membatalkan pasal tersebut. Mahkamah Konstitusi diberi wewenang oleh pembuat undang-undang untuk memberikan tafsiran yang tepat sesuai dengan konsitusi. Hal-hal yang ideal memang sering kali tidak lepas dari kekaburan, tetapi hal demikian tidak selalu menimbulkan ketidakpastian hukum. 
Sulit memahami dari konteks yuridis dari pasal tersebut mengandung makna liberalisasi atau diskriminasi karena apa yang dikemukan sebagai keberatan para pemohon adalah gejala-gejala dalam dunia praktek pada sebagian penyelenggaraan sekolah yang bertaraf internasional, bukan normanya yang mengandung arti liberalisasi atau diskriminasi. Pengujian atas norma bukanlah pengujian atas praktek norma tersebut yang merupakan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Mungkin normanya sudah baik tetapi prakteknya tidak sama baiknya dengan norma tersebut, hal itu tidak mungkin dibatalkan karena rumusan pasal yang baik tidak akan selalu diikuti dengan praktek yang baik.
Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas jika dalam praktek didapati hal hal yang tidak baik, maka yang diperbaiki prakteknya dan atau peraturan pelaksanaannya, bukan membatalkan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas karena yang didalilkan oleh para pemohon adalah kasus-kasus konkrit. Jika yang menimbulkan permasalahan peraturan pelaksanaannya atau kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan dibawah Undang-Undang maka wewenang pembatalannya berada pada Mahkamah Agung.
Pembatalan Pasal tersebut juga akan berdampak kerugian pada upaya mencerdaskan bangsa karena RSBI masih dalam bentuk percobaan. Penghapusan RSBI  justru menyuburkan larinya anak-anak ke luar negeri untuk mencari pendidikan yang bermutu tinggi, sementara upaya peningkatan mutu pendidikan dalam negeri tidak mendapat sambutan dengan tangan terbuka. Padahal semakin bermutunya pendidikan dalam negeri akan semakin berdampak positif pada sektor-sektor lain,kita semakin manjadi tuan di negeri sendiri.




Berkaitan dengan permasalahan apa yang disampaikan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:
1.	Putusan Mahkamah Konstisusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional kurang tepat karena dari dalil-dalil yang disampaikan pemohon khususnya dalam pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas tidak bertentangan dengan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945. 
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